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ABSTRAK

Kebijakan Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah membentuk Pelayanan terpadu 
satu pintu untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelengaraan pelayanan 
penanaman modal, sehingga penyelengaraan penanaman modal dilakukan secara 
efisien melalui mekanisme dan prosedur yang transparan. Hal ini menjadi 
permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini terutama bagaimana 
pelaksanaan perizinan penanaman modal dan bagaimana implementasi dari 
kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha, dalam menganalisis 
permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif selain 
itu juga didukung pendekatan empiris. Pelaksanaan perizinan usaha dilaksanakan 
dalam satu atap, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah agar terciptanya keterbukaan 
proses yang sederhana, cepat, efisien serta melalui mekanisme yang transparan dan 
akuntabel. Implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha 
merupakan seluruhnya wewenang pemerintah daerah, akan tetapi sampai saat ini 
belum terealisasikan, sehingga kegiatan penanaman modal dilakukan dengan 
berkoordinasi antara Badan Penanaman Modal dengan Instansi Penanaman modal 
Provinsi dan/atau Instansi Penanaman Modal Kabupaten/kota. Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu akan melayani 40 jenis perizinan yang terdiri atas 23 jenis perizinan dan 
17 jenis non perizinan. Untuk 23 jenis izin yang dilayani pada unit Pelayanan 
terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu

xi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan program 

Pembangunan Nasional, sebagai arah dan tujuan pembangunan yaitu berusaha 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan 

diberbagai bidang, salah satunya pembangunan dibidang ekonomi yakni pada 

sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, 

industri, perdagangan, jasa-jasa dan sebagainya.1 Adapun pelaksanaan 

pembangunan di Indonesia, sangat membutuhkan modal dalam jumlah yang 

cukup besar dimana modal tersebut akan digunakan sesuai dengan program- 

program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Seperti yang diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang 

memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun kendalanya, 

ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak 

didukung dengan akumulasi modal yang efektif dan efisien, tingkat tabungan 

masyarakat yang tinggi, keterampilan yang memadai serta tekhnologi yang 

canggih.2

2 A^jHuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 1

1
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Pemerintah perlu memaksimalkan modal melalui peningkatan investasi 

atau kerjasama dengan modal asing sebagaimana yang diatur dalam TAP MPRS 

No.XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan 

Pembangunan, khususnya yang terdapat didalam ketentuan pasal 9 yang 

menyatakan Bahwa “Pembangunan Ekonomi terutama berarti mengolah 

kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman

tehnologi, penambahan pengetahuan, peningkatan 

keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan bermenajemen.

Pembangunan ekonomi ini harus didasarkan kepada kemampuan 

rakyat Indonesian itu sendiri, dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, 

tehnologi dan skill yang tersedia dari luar negeri yang digunakan untuk 

kepentingan ekonomi rakyat tanpa menimbulkan ketergantungan terhadap luar 

negeri.3

modal, penggunaan

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia maka

Pemerintah menetapkan Kebijakan yang penting yakni UU No 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini merupakan Landasan Hukum 

bagi Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, dimana didalam undang-undang 

tersebut terdapat jaminan dan fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan dan 

dinikmati oleh para investor asing maupun investor dalam negeri.

C.S.T. Kansil dan Chiristine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I, Pradnya 
Paramita, Jakarta, 2005, hlm.390
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Perkembangan iklim investasi di Indonesia setidaknya terdapat 

beberapa faktor penting yang menjadi tujuan investor, antara lain sebagai berikut

.4

1. Faktor buruh murah

2. Dekat dengan sumber daya atau bahan mentah

3. Mencari market baru

4. Lisensi dan alih tehnologi

5. Fasilitas atau insentif

6. Status negara-negara dalam perdagangan internasional

Pemerintah Daerah (Pemda) pada saat sekarang ini merupakan Pusat 

Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan di Undangkannya UU No 22 Tahun 1999 

Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan di Undangkannya Undang-undang No 

32 Tahun 2004, memberikan implikasi yang luar biasa besarnya dalam 

Kepemerintahan di Indonesia. Pergeseran paradigma bernegara dari sentralistik 

menjadi kearah desentralistik, ternyata tidak dapat dilakukan dengan mudah

tanpa adanya kesiapan mental, perilaku dan kebiasaan dalam cara pandang

terhadap persoalan.

Pemerintah Daerah didalam melaksanakan Pemerintahan harus

memperhatikan Hak dan Kewajiban Pemerintah daerah dalam mejalankan

4 Suyud Margono, Hukum Investasi Asing di Indonesia, Navindo pustaka Mandiri, Jakarta,
2007, hlm 1-4
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Otonomi Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 22 UU No 32 

Tahun 2004, Pasal 21 UU No 32 Tahun 2004 menyatakan kewajiban pemerintah 

daerah dalam menjalankan Otonomi daerahnya yang telah dirumuskan sebagai

berikut:

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

b. Memilih pimpinan daerah

c. Mengelola aparatur daerah

d. Mengelola kekayaan daerah

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya lainya yang berada di daerah

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur di dalam Perundang-undangan

Pasal 22 UU No 32 Tahun 2004 menyatakan Hak pemerintah daerah 

dalam menjalankan otonomi daerahnya yang telah dirumuskan sebagai berikut:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukuan nasional 

serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat

c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

e. Meninggkatkan pelayanan dasar pendidikan

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
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Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

j. Mengembangkan sumber daya produktif daerah

k. Melestarikan lingkungan hidup

l. Mengelola administrasi kehidupan

m. Melestarikan nilai sosial dan budaya

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

g-

kewenangannya

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Adapun maksud dari pasal 21 dan 22 terdapat pada pasal 23 UU No 32

Tahun 2004 dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pasal 21 dan 22 

diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan 

dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola 

dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

b. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 

secara efisien, efektif, transfaran, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada 

peraturan perundang-undangan.
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Kebijakan Otonomi Daerah yang diatur dalm UU No 32 Tahun 2004, 

pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

kepentingan masyarakat setempat serta sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintah dan pembangunan di Daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien 

karena kedekatan antara Lembaga Pemerintahan (eksekutif daerah) sudah di 

disain berdasarkan kebutuhan yang bersumber dari aspirasi masyarakat setempat. 

Kebijakan desentralisasi fiskal/pajak sebagai tindak lanjut dari kebijakan 

otonomi memberikan kewenangan pada daerah untuk menggali sumber-sumber 

pendapatan yang berasal dari daerah sendiri selain tranferan dana dari pusat 

dalam membiayai urusan Pemerintahan dan pembangunan yang sudah menjadi 

kewenangan.

mengurus

Untuk mengetahui Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman 

Modal, maka Pemerintah harus menetapkan KEPPRES No 29 tahun 2004

Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal

Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu

Atap, ini merupakan Sistem Pelayanan dalam memberikan Persetujuan dan 

Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Pemerintah Provinsi dan/atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Pemerintah Terkait. Kebijakan ini 

diambil Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelengaraan
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Modal, sehingga Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat 

dilakukan secara efisien melalui Mekanisme dan Prosedur yang transparan.

Penanaman

Dalam rangka pelaksanaan Perizinan di wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan harus Berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) dan Pemerintah Kabupaten/kota serta Instansi yang membina bidang 

usaha Penanaman Modal, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

sesuai

Kenyataan tersebut telah mendorong Penulis untuk menjadikan 

masalah didalam Penanaman Modal khususnya dalam Perizinan Penanaman 

Modal sebagai bahan Penulisan skripsi, oleh sebab itu disusunlah skripsi ini 

dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Penanaman

Modal di Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Beradasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha dalam kaitannya dengan

Penanaman Modal ?

2. Bagaimana implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam 

perizinan usaha?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur perizinan usaha dalam kaitannya dengan 

Penanaman Modal

2. Untuk mengetahui kewenangan perizinan usaha tersebut seluruhnya 

wewenang daerah ataukah masih ada campur tangan pusat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan atau sumbang pemikiran tentang perlunya

diadakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang

perizinan usaha dalam kaitannya dengan Penanaman modal, prosedur didalam 

perizinan usaha dalam kaitannya dengan Penanaman Modal.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang akan 

membuat perizinan usaha dalam kaitanya dengan Penanaman Modal dan 

mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Penanaman

Modal.



9

E. Ruang Lingkup Masalah

Masalah yang akan menjadi objek kajian dalam penulisan ini terbatas 

pada Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Penanaman Modal di 

Provinsi Sumatera Selatan dalam perizinan penanaman modal sebagaimana

dimaksud.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan yuridis normatif, 

dengan cara mengkaji dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yaitu

Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-

undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan lain

yang berkaitan dengan permasalahan yang tujuannya untuk menemukan

pasal-pasal yang dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan. Selain itu

didukung juga pendekatan empiris yaitu dengan cara mengadakan penelitian 

langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pejabat 

terkait di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 

Pemerintah Kota, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

dan Instansi Pemerintah Terkait lainnya dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

r
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2. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau 

dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur yang 

berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun jenis data 

sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri 

dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman modal, Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 90 

Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, KEPPRES 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa, Rancangan 

Undang-undang, literatur-literatur hukum, karya ilmiah, dan 

sebagainya.
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3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan sebagainya. 

b. Data primer atau empiris yaitu data yang diperoleh dari penelitian 

langsung dilapangan melalui wawancara langsung dengan pihak Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Kota, Badan 

Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi 

Pemerintah terkait lainnya.

3. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat 

pengumpulan data yaitu study dokumen, pengamatan (obsevasi), dan 

wawancara (interview).6 Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang 

dipergunakan mencakup study kepustakaan (study dokumen) dan wawancara 

(interview) dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data (informasi)

maupun

mengenai permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung

dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar

pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada. 
Jakarta, 2004, hlm. 31-32

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, hlm 21
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4. Analisis Data

Pada penelitian ini, semua data yang diperoleh dari lapangan maupun 

kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul

diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis untuk

memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan sehingga dapat diperoleh

kepastian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Untuk

selanjutnya dibahas secara sylogisme dari konsep deduksi ke induksi,

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari

permasalahan skripsi ini.
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